BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan mengenai teknis pelaksanaan
pemberian tunjangan kinerja pegawai di
lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu disesuaikan
dengan kebutuhan organisasi Badan Pengawas Obat dan
Makanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan
atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 35 Tahun 2018 tentang  Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Mengingat

Menetapkan
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—_

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

3. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2018 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 256);

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26
Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 784);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35

Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan

Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan

Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1760);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat

dan Makanan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan

Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1760), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah
pegawai negeri dan pegawai lainnya yang
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara
penuh pada suatu organisasi di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan

Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan
kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan
yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 138 Tahun 2018 tentang Tunjangan
Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan.

Petugas Pencatat Kehadiran adalah petugas yang
ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja di Lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk
menangani dan bertanggung jawab atas administrasi
pencatatan kehadiran Pegawai.

Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh
setiap Pegawai pada satuan organisasi berdasarkan
penilaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural
maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi
Negara yang digunakan sebagai dasar pemberian

Tunjangan Kinerja.
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Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt
adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan
tugas Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan
Administrasi, karena pejabat yang bersangkutan
berhalangan tetap.

Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh
adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan
tugas Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan
Administrasi, karena pejabat yang bersangkutan
berhalangan sementara.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat

dan Makanan.

Diantara Pasal 37 dan Pasal 38, disisipkan 2 (dua) pasal,

yakni Pasal 37A dan Pasal 37B, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 37A

Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh dapat

diberikan tambahan Tunjangan Kinerja.

Pegawai yang diangkat sebagai Plt atau Plh dengan

jangka waktu menjabat paling singkat 1 (satu) bulan

kalender, diberikan Tunjangan Kinerja dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak
langsung yang merangkap sebagai PIt atau Plh,
menerima Tunjangan Kinerja yang lebih tinggi
ditambah 20% (dua puluh persen) dari
Tunjangan Kinerja dalam jabatan sebagai PIt
atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya;

b. Pejabat setingkat di lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan yang merangkap sebagai Plt
atau Plh menerima Tunjangan Kinerja dari
jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh
persen) dari Tunjangan Kinerja dalam jabatan

yang dirangkapnya;



Apabila
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Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif
yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan
sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh
menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan yang
dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan
Kinerja pada jabatan definitifnya;

Pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang
berhalangan tetap dan/atau berhalangan
sementara, yang merangkap sebagai Plt atau Plh
menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan yang
dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan

Kinerja pada jabatan definitifnya.

Pasal 37B

pelaksana bawahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37A ayat (2) huruf d yang merangkap sebagai

PIt atau Plh yang memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi

atau setingkat maka Tunjangan Kinerja diberikan sesuai

dengan jabatan definitifnya.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Oktober 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1337

Salinan Sesuai dengan Aslinya

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN




